
PEMERINTAH KABUPATEN· BOGOR

BADAN PERIZINAN TERPAD·U
Jalan Tegar Berlmsl'l No. 40 Cjbinong 16914

Telp. (021) 8751090 Fax. (021) 8751090,87906179

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor: 535.1/009/00016/BPT/2013

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

BUPATI BOGOR,
Surat clan PT. HElORl GRAHASARAHA Hornor 009/04649. tanggal 09 April 2013 Perihal
Permohonan Izin U&CJhalndustri Tanpa Melalui Persetujuan prineip

B. bahwa berdasarkan penilafan dan penelltian terhadap surat permohonan
dan kelengkapan dokumen yang dllampfrkan untuk melakukan kegfatan
Industri BarBni Dan Loaam SiapPasang Untuk Kontruk$f Lafnnya (59119), yang
dlsampafkan OI.eh SETIAWAN ARlO WI BOWO, telah memenuhi sYarat Yang
diperlukan sehfngga kepada perusahaan dapat dlbertkan Inn Usaha Industrl;

b. bahwa berd&sarkan pert1mbangan sebaiaimana dimaksud pada hUM a,
perlu dik9tuarkan Keputusan 6upati tentang 1%1nUsaha Industri. .

1.' Undang~Undane Nomor14' Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam L1ngkungan Proplnsj Djawa Barat (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah dlubah dengan Undans-Undang Nomor .;
Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentilkan
D&erah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
RepubLik Indonesla Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepUblik
indonesia Hornor 2851 );

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (L~mbaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 1984 Homor 32); .

3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagafmana
tel.ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (I..embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 1986 tentang Kewenansan. PengatLiran.
Pembinaan dan Pengembangan Industrf (l..e!mbaran Negara Republ1k Indonesia
Tahun 1986 Nomor 23);

6. Perawran Pemerintah Nemor 13 Tehun 1995 tentang lzin Usaha Industri ·(Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1995 Nomor 15);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembtleian Urusan
Pemerintahan Antara Pemel1ntahr Pemerintahan Daarah Pf0\'1nsi· dan
Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara· Republik IndonesIa
Tahun 2007 Nomor 82);

8. Peraturan Presiden RI Nomor TI Tahun 2007 tentang Oaftar 6idang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usah& Yani Terbuka Oengan Persyaratan Dl Bidang
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pres1den RI
Nomor 111 TahlXl 2007; .

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentai"!'il Penetapan
J@nts dan Komodlti yang prnsesnya Tidak Merusak Ataupun ~mbahayakan
Ungkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Al;am Secara 8erleblhan;

10. Keputusan Menteri Negara Lingtwngan Hidup Nomor "86 Tahui1 2002 t~ntang
P@doman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Llngkungan Hidup dan Pemantauan
Lingkungan Hidup; . .

11. P~raturan Menter! Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenfs
Rencana dan atau Kegiatan Yang Wajib Dflengkap1 Oengan Analisis Mengenai Dampak
Liflgl~unllan Hidup;

12. Peraturan Menteri Perindustrian NornOf' 41/M-IND/PER/6/2008. teritang
Ketentuan dan Tam Cnra P@mberian l%in Usaha Industrl, lzin perluasan. dan
Tanda Daftar Industrii
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13. Peraturan Oaerah Kabupaten. Bogor Nomor 23 Tahun 2008 telitang Pembef1tukan
Badan PeriZinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor TahUn 2008 Hornor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaterl BQtor Nomor 26 Tahun 2ClOa tentang Perizinan di Bidang
Usaha Industri dan Perdagangan dao Pendaftaran Perusahaan;

15. Peraturan Bupati 80ter Nomor 32 Tahun.2011 tentang Pendelegasian KewE!nangan
F'enandatanganan Dokumen Adm;nistras; Pelayanan Perilinan dan Non Penzinan
Kepadel Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah.

16. Peraturan B~ati Bogar Nornor sa T:ahun 2011 tentang Standar Operris'onCll Prosedur
Pelayanan P@r1%lnan cllan Non Perizinan Pada Badan Per1'Zlnan"Terpadu (Be!rita Oaerah
Kabupaten BOller Tahun 2011 Nomor 438).

1. Berlta Acara Pemeriksaan tanggal, 23 AprH 2013;
2. B~rita /.u.:ara Rapat Pembahasan tanggal, 2.3 ApJil 2013.

MEMUTUSKAH :

Memberik.an IZIN USAHA INDUSTRI kepada:
Perusahaan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Untuk menjalankan Perusahaan Industri

1. Jenls Industrl (KBLI)

PT.HELORIGRAHASARANA
01.937.nOA-005.000

In.dustri Bansng Dan Logam S1ap Pasang Untuk
Kontruksi Lainnya (59119)

2, Lekasi Perusahaan
a. Alamat Perusahaan Purl Sentra Niaga· Blok A/16, Cipinang

Mel.ayu- Makasar Jakarta Timur
Telp.021.86605447

Kp. Cfkuda RT. 026 f.t RT.027 RW. 012, Desa
Bojona Hangka Kec:amatan Gunung Putri
Kabupaten Boger
Telp. -

Lakl-laki
Wanita

Lakt-Laki
Wanita

46 Orang
4 Orang

Orang
Orang

dengan katentuan persyarltan sebagalmana tercantum delam I.ampiran yang merupakan
bagian tidak rerpisahkal' dart Keput!Jsan lni.

lzin Usaha lndustrf in; berlaku selama perusahaan lndustri in; beroperasi/melak~an
k.egiatan dan apabUa datam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhituns mula; tanggal Surat
Pemyataan clibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan 5l1rana prodUksl serta
tidak memlffiuhl kesanggupan sebaiai~na tercantum dalam Surat P'ernyataan, lzin
Usaha Industri in! dinyatakan batal dengan sendirinya.
Inn Usaha lndustr1 in; terlepas dan tzin-i4in yang dHlSruskan berdasarkan peraturan
perundang-undangan latn.
Izin Usaha lndustri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

KEEMPAT

Dltelapkan di
Pads Tanggal

Cibioong
24 April 2013
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Tembusan:
1. Yth. Kepala Dinas Koperasi UKMPerlndustrian

dan Perdagangan Kab. Bogor



lAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 535.1/009/0oo16/BPT12013
TANGGAL : 24 April 2013

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTR1:
I. PENANGGUWGJAWAB. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG:

1. Penanggungjawab _
a. Nama SETIAWAN A~IO WIBOWO

b. Alamat Billy B: Moon Blok 0374 RT. 001 RW. 010, Pondok Kelapa
Duren Sawft Jakarta Timur

c. Nama Pemil.ik
(Berdasarkan Akte Pendlrlan)

1. HENDRO SANTOSO
TJOKROPANDOJO

2. SETIAWAN ARlO PRABOWO

2. Produksi
a. Komoditi Industt1

7.500 Unit, 576.000 M2

Rp. S.046.969.621,{Limo Milyar f.mpat Pu(uf! Enam Juta
Sembtlan Ratus Enam Pulutl 5embilan
Rlbu £nam Ratus Dua PU(lJh Saw
Rupiah)

4. Jumlah Tenaga Kerja

a, Indonesia

b, Asing

5. Merek It) (mHik sendiri/lisens1)

II.KETENTUAN
1. Se!t1apperubahan terhadap lokasi dan atau jenls industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih

dahulu dari pejabat yang memberi i%in;
2. Menyampaikan pembC!ritahuan terbJlis apabila mengadakan perubahan temadap nama, alamat

dan atau penangaungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 {saw} bulan setelah perubahan
dilakukan;

3. Wajib merwampaikan Informasi Industt1 set1ap semester Pertama paUng lambat tanggal 31 Juli dan
setahun seka\i paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Bupat.i Bogor melal:ui
Kepala Dinas Koperast UKM Perlndustrian dan Perdagangan Kabupat.en Bogar';

4. Wajib mengaju!<an izln perlllaS!il, jika perusahaan melakukan penambahan produksi .melebihi 30%
d1 atas kapasftas izin yang diberikan;

5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan
t1rnbuLnya kerusakan dan pencernaran terhadap lingkungan htdup serta yang menyangkut
keamanan ~tat> proses serta, hasH produksinya termasuk peniangkutannya dan keselamatan.kerja;

6. Wajib mematuhi segal a peraturan perundang-undangan, yang menyangkut kegiatan industri.

50 Orang
Orang

III. GUDANG

Izln Usahaindustri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpsnal'l yang berada dalam kornplek
usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan perslsten, perlengkapan bahan baku, bahan
penolong dan barang jadi untuk keperluen kegiatan ussha indu8tri. ;...
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I r Kapasitas
No. I Komoditi KBLI SatuanI terpasang per

Tahun
1. Tianu Oktagonal 25119 I 7'.500 UnitI2. Guardrail .

2511~ 576.000 Unit.. J~
V. Apabila persyaratan sebagaimana dimsksud pada ang\ot.a. romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin

Usaha Industri in1 dapat dikenaka.n sanksf berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang . Undang
Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan p~laksanaannya.

_IIDIIIUIIY .~ a.n. BUPATI BOGOR
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